LEMBARAN DAFRAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR © TAHUN 1992 SERI B NO. 5

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 1991

TENTANTG

PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 1980

TENTANG

PEMANDIAN DAN TEMPAT WISATA KALITAMAN
SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH 1INGKAT II SALATIGA

Menimbang : a bahwa dalam rangka .neningkatkzn fasilitas
pemandian dan ter. :t wisata Kalitaman
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‘. iatiga serta meningkatkan  pendapatan
{'.ereh, dipandang perlu meninjau  kembali
tarip retribusi pemandian dan tempat wisela
(‘alitaman;

L., Lahwa untuk maksud lersebut di atas, perlu
.znetapkan tarp refribusi yang baru dengan
teraturen Deereh;

rriengingat . 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
A:ok-pokok Pemerintahan di Daerah;

. Lndang-undang Nomor 17 Tahun 1950 ten-
t1ng Pembentukan Daerah-daereh Kota Kecil
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah dan Jawa Barat;

3. lindang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957
i .atang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
i‘craturan Daerzah Kotamadya Daerah Tingkat
| Salatiga Nomor 1 Tahun 1980 tentang

N

»mandian dan Tempat Wisata Kalitaman
latiga;

5. tomaturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat

i Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang

. rdik Pegewai Negeri Sipil di lingkungan

worintah  Kotamadya Dareh Tingkat I

Salatiga;
Donee Pecr o Do Perwekilan Rakyat Daerah Kotamadya
Caere. Lingle. . Salatig:
; HEREE RN

Menetzpkan . PE! JRAN DAERAH KOTAMADYA DAE-
RA, TINGKAT H  SALATIGA TENTANG

(NS



PERUB."HAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
I SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 1980
“ENTANG PEMANDIAN DAN TEMPAT
WISATA KALITAMAN SALATIGA.

Pasaltl

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1 Salatiga Nomor 1
Tahun 1980 tentzng Pemandian dan Tempat Wisata Kalitaman
Salatiga yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala
Dzerah Tingkat | Jawa Tengah tanggal 13 Juni 1980 Nomor 188.3/
121 Tahun 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota-
madya Daerah Tingkat I Salatiga Nomor 3 Tahun 1980 Seri B,
diubah sebagai berikut : < : 4
A. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :
(1) Pengunjung dikenakan retribusi pemandian dan tempat wisata.
(2) Tarip retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur
dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Daerzh ini.
(3) Walikotamiadya Kepala Daereh dapat menetapkan perubahan
tarip retribusi sebagaimana dimaksud ayat (i) Pasal ini dengan
memperhatikan saran dan pertimbangan DPRD.

B BAB VI diubatr dan dibaca sebagai berikut :

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 22
Barang siapa melanggar ketentuan sebaéainiaﬁa dirrialgéud Pasal 5 ayat
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(1), (4), dan (5), Pasal (6) ayat (1),.Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan
Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu)
bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,00 (Lima
belas ribu rupiah). i

S
-

Pasal 23

Selain penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan
penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 22
Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyid : Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Salatiga yang
pengangkatan, wewenang dan dalam menjalankan thgasnua  secuaj
dengan peraturan perundang-undangan yang beraku.

Pasal II

Peraturan Daerzah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ager supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Salatiga.

Salatiga, 5 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTAMADYA

DAERAH KEFAILA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SALATIGA
SALATIGA
KETUA,
Co Cap. ttd.

SOEMARDI HARDO, BA Dipl. Tesl. Drs. INDRO SUPARNO
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vaitu Pasal 8A veng berbunyi sebaga: berikut
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Pasal 8 A

1: Bagi penduduk vang vernssia 60 {enam puiuh!
c¢ienken Kartu Tanda P ]

Fenduduk yang angka webi
seumur hidup.

2; Ketentuan dimaksud ayat :1j Pasal ini hanye berdaku
aduk Wargz Negzre indonssiz yang bertempat tnmaggzl
zizu beridentites teizp
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vaitu Pasal 11 A vang berbunyi ‘::aaga: benkut :

fes e bey
Pasal 11 A

}1; Setap penduduk musimzn wajib memiliki Surat Keteran
Bertempat Tingcal (SKBT!.

npst i ggn {SKBT)

S fuga; wt

Jimaksud ae!

nun seick ianggel diveluarran

4. Bentuk c".z;n Wema Surat He:qrang::n Bertempat Tinggal (SKBT:
citeizpkan oleh Walizotarzcyz Kepale Daersh.
i

i; Baye Sure! Keteranga
i1} Pasal ini giatur cah,
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Beriempat Tinggal (SKBT) dima-su
| zmpiran lli Peraturan Daerek: ini

rn

Pasal 12 divbah dan dibzca sebagai berkut :
} Setiap Penduduk sementaia wajib mendaftarkan dz

} i kepaca
Walikotamady= Kepala Daereh untuk memiliki Surat ¥zterangan
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4 | Suret Keterangan Pendaitaran Penduduk

1. | Kartu Keluarga Ry 500.00
2. | Kartu Tanda Penduduk -

- Warga Negara Indonesia | Bp 1.100.00

- Warga Negara Asing i R 2.200,00
3. | Surat Keterangan Bertempat Tinggal

(SKBT) Rp.  1.100,00

Sementara {SKPPS: Rp.

1

H. Lampiran V, isi Ker:

Bagian muka Kartu Tenda Penduduk, perkatean di bewah lambang
memuat nomor urut sengeluaren Kartu Tanda Penduduk cdan
koce-kode dihapuskan

Bzgian belekang Kartu Tzncz Perduduk -
Angka 6 diubah dan dibzca Kawir/Tidak Kawin.

Pasal [I

Peraturan Daerah ini mulai berizku pada tanggal diundangkan. -

. ‘Agar supaya setiap oreng dapat mengetzhuinya, memerintahkan
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